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ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam
pembangunan negara, berlangsungnya perkembangan kehidupan
manusia dan sebagai modal penyelenggaraan kehidupan bernegara,
karena pentingnya tanah dalam kehidupan manusia tanah menjadi
objek yang sering diperselisihkan atau menjadi sengketa antara
manusia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah
percepatan penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesaia Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengakajian, dan kasus Pertanahan.
Kasus pertanahan adalah sengketa tanah, konflik dan perkara tanah
yang disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan
nasional.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Pertanahan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan 2) Bagaimana
Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Perturan Menteri
Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor
Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari
penilitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan
Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa
Kasus Pertanahan dikantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten
Way Kanan, dan 2) Untuk mengetahui Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Implementasi Perauran Menteri Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan. Metode penelitian ini menggunakan
Penelitian lapangan, dengan menggunakan sifat dari penelitian ini



adalah kualitatif yang deskriptif analisis serta data yang digunakan
dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh
melalui wawancara dan dokumentasi data diolah dengan cara editing
dan sistematis dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode
berfikir induktif.

Implementasi  Peraturan Menteri  Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dikantor Pertanahan Blambangan
Umpu penyelesaian kasus sengketa diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
21 Tahun 2020, penanganan dan penyelesaian tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu sudah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam menyikapi masalah sengketa. Penanganan dan
penyelesaian merupakan proses tindakan atau cara menangani,
mengurus serta penyelesaian dilakukan oleh pihak berwenang
sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
Kantor Pertanahan Blambangan Umpu dibidang penanganan dan
penyelesaian sengketa ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik
dan tidak bertentangan dengan hukum islam, Sehingga penanganan
dan penyelesain sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum islam
dan harus berpegang teguh dengan pendirian kantor yang sudah
ditetapkan dan tidak bisa semena-mena dalam memutuskan suatu
masalah. Dan bahwa didalam figh siyasah mengenai implementasi
peraturan menteri agraria ini sudah dilaksanakan secara baik dalam
kaitannya dengan figh siyasah tanfidziyyah politik pelaksanaan
undang-undang merupakan lembaga eksekutif dalam islam untuk
mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai
tujuan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Sengketa Pertanahan, figh siyasah, Blambangan Umpu
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam
memahami judul ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan
dan pengertian yang terkandung didalamnya. Maka adanya
uraian terhadap penegasan dari makna beberapa istilah yang
terkait dengan tujuan skripsi ini

. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak
terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari
beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul
“Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atau Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus
Pertanahan (Studi Dikantor Pertanahan Blambangan
Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way
Kanan)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting
agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan
pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan,
pendapat  (sesudah  menyelidiki, = mempelajari, dan
sebagainya).!

Figh Siyasah adalah tentang hubungan antara
pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan
kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.?

! Petter Salim Yuni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Modern
English Press, 2002).

2 Dr. Muhammad Igbal, M.Ag., Figh Siyasah (Jakarta: Prenada Media Group,
2014), 4.



Implementasi diartikan dalam suatu penerapan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara
matang dan terperinci.?

Peraturan menteri agraria nomor 21 tahun 2020
tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus
pertanahan yang tertuang pada pasal 1 yakni kasus pertanahan
yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik, atau
ekstra tanah yang disampaikan kepada kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sengketa pertanahan disebut
sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan,
badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.*

B. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (rechtsstaat atau rule of law) memiliki
pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum
bagi warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas
tidak memimak serta penjaminan hak asasi manusia (HAM).
Istilah Negara hukum diindonesia dapat ditemukan dalam
penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah Negara
yang mendasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan mendasar
atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Dijelaskan juga dalam
pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional
bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas
hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai hukum maka hukum
tu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga
tanpa terkecuali sehingga terwujudnya Negara yang aman,

% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2018), 363.

* Titin Fatimah and Hengki Andora, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah
Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor),” Jurnal
limu Hukum, Volume 5 Nomor 1 (June 2014): 11-28,
https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2085.
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tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan
bernegara.’

Tanah merupakan permukaan bumi yang terdapat
pada lapisan paling atas yang menjadi unsur utama suatu
Negara.® Dalam kehidupan sehari-hari tanah merupakan
bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk menjalani
kehidupan seseorang atau suatu badan hukum memerlukan
tanah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari atau sebagai
tempat tinggal. Hal tersebut menjadikan tanah sebagai
kebutuhan pokok manusia.” Tanah menjadi salah satu bagian
terpenting dalam pembangunan negara, berlangsungnya
perkembangan kehidupan manusia, dan sebagai modal
penyelenggaraan kehidupan bernegara demi terwujudnya
kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pentingnya arti tanah
bagi masyarakat karena kehidupan manusia sama sekali tidak
dapat dipisahkan dari tanah.®

Secara teoritis hukum agraria adalah keseluruhan
hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya
objek pengaturan yang sama Vyaitu hak-hak penguasaan atas
tanah. Pengelompokan hukum agraria kedalam hukum privat
maupun publik mengalami kesulitan mengingat hukum
agraria mengatur hak-hak perorangan yang bersifat perdata
(privat), juga melibatkan instansi pemerintah badan hukum
publik, baik eksekutif, legislative, dan yudikatif, menjadikan
posisi hukum agraria memiliki aspek hukum perdata dan
hukum publik. Diatur dalam UU No 5 tahun 1960, undang-
undang ini secara resmi diberi nama UU No 5 tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, yang mengatur
mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal

® A. Ubaedillah, Pancasila: Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi (Jakarta:
Prenada Media Group, 2015), 92.
® Supriyadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafila, 2015), 3.
" Angger Sigit Pramukti Erdha Widayanyo, Awas Jangan Beli Tanah
Sengketg (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 4.
Ibid, 1.



tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan,
pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria
nasional diindonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan
pidana dan peralihan.’

Penyelesaian Sengketa dapat terjadi pada siapa saja
dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu
dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara
kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan
perusahan, antara perusahaan dengan negara, antara negara
satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain,
sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan
dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun
internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak
yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak
tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak
kedua. Jika situasi menunjukan perbedaan pendapat, maka
terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.'®

Masalah tanah merupakan hal yang sangat kompleks
sebab menyangkut banyak segi kehidupan masyarakat,
meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula
kebutuhan atas tanah, padahal luas tanah yang ada diwilayah
Indonesia yang dapat dikuasai oleh manusia adalah terbatas
sekali, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan tanah
semakin bertambah."™™ kantor pertanahan yang ada di
Blambangan Umpu adalah unit kerja (Instansi vertikal) badan
pertanahan Nasional wilayah Kabupaten atau Kota, yang
melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan
daftar umum pendaftaran tanah. Kewenangan Kantor
Pertanahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala badan pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor

® Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, “Pengertian Hukum Agraria,” Program Studi
Magister llmu Hukum Terbaik Di Sumut, 2020, https://mh.uma.ac.id/pengertian-
hukum-agraria/.

0 Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa,”
Kajian Pustaka, 2022, https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-
penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html.

1 Wantjik Saleh, Hak Atas Tanah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
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Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal dan dipimpin oleh
seorang kepala."

Kepemilikan tanah juga diterangkan dalam beberapa
hadist diantaranya hadist yang menyeru kita untuk menjaga
dan tidak mengambil hak orang lain sebagaimna pada
penjelasan hadist berikut:

Luuh\welujc\_\lc \‘_Am‘;\ﬂ\dlﬁdlﬁmhs(duuc
uﬁ@)\@ué\%@\e}m“ ‘\.s;‘).uuuajﬁ\w

Artinya: Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Muhammad
telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah dari Musa bin
‘Ugbah dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sesuatu
(sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada
hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi.
(HR. Muslim No. 3024)."

Salah satu permasalahan yang ada di Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu adalah bagaimana pelaksaan
Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan dalam
menyikapi  Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus
Pertanahan dalam masyarakat khususnya yang terlibat
perselisihan atas hak tanah.

Dalam susunan Hukum Tanah Nasional perlu
pertama-tama ada suatu undang-undang yang memuat
konsepsi, asas-asas, dan ketentuan-ketentuan pokoknya.
Undang-undang tersebut merupakan dasar bagi penyusunan
peraturan-perturan lainnya. Sungguh pun dari segi formalnya

12 Kantor BPN Kota Semarang, "Kantor Pertanahan BPN Kota Semarang,”
Seputar  Semarang, 2011, http://seputarsemarang.com/kantor-pertanahan-kota-
semarang-8716/.

¥ H.R. Muslim, Dalam Shahih Muslim, No (3024), Siapa Yang Mengambil
Sesuatu (Sebidang Tanah) Dari Bumi Yang Bukan Haknya Maka Pada Hari Kiamat
Nanti Dia Akan Benamkan Sampai tujuh Bumi, Juz 9, 224.



tiada bedanya dengan undang-undang biasa yaitu suatu
peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan
dewan perwakilan rakyat tetapi mengingat akan sifatnya
sebagai peraturan dasar bagi hukum tanah yang baru, maka
yang dimuat dalam undang-undang tersebut hanyalah
konsepsi, asas-asas dalam ketentuan-ketentuan dalam garis
besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang
Pokok Agraria.*

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa posisi Kantor Pertanahan Blambangan
Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat mengingat masih
banyaknya permasalahan atas hak tanah dan masih banyak
pula kasus yang sama sering terjadi, maka penulis tertarik
untuk membahas proposal yang berjudul Tinjauan Figh
Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa
Kasus Pertanahan (studi di Kantor Pertanahan Blambangan
Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way
Kanan).

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah deskripsi bagaimana
Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa, yang tertuang dalam
pasal 5 dan pasal 6 mengenai penyelesaian sengketa. Sehingga
penelitian ini akan menganalisis mengenai implementasi
peraturan menteri agraria dalam penanganan dan penyelesaian
sengketa dan bagaimana pandangan figh siyasah mengenai
kebijakan tersebut.

¥ Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Balai Buku,
2016), 20.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian /
batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan
dalam penelitian ini yaitu:

1.

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan
Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan di Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan ?

Bagaimanakah  tinjauan  figh  siyasah  terhadap
Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian
Sengketa Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan
Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam proposal ini,
maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui Implemntasi ~ Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan di Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan ?

Untuk mengetahui tinjauan figh siyasah terhadap
Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang//Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian
Sengketa Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan



Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna
sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu
pengetahuan khususnya berdasarkan prespektif figh
siyasah terhadap Tinjauan Figh Siyasah Terhadap
Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 Tentang
Penanganan Dan  Penyelesaian  Sengketa  Kasus
Pertanahan, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji
lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan
refrensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa
Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan
masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya berkaitan dengan figh siyasah.

2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu
untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Uin Raden
Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk
menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah
penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya
penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan
ynag belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplukasi atau
plagiat penelitian.

Skripsi  berjudul  “Implementasi  Penyelesaian
Sengketa Tanah Melalui Mediasi di BPN Kota Palembang”
pada tahun 2021 oleh Sakina Ulfa Desati Jurusan limu
Hukum / Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Palembang. Pada penelitian tersebut diambil
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kesimpulan bahwa aspek kehidupan dalam kemasyarakatan
dan kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum.
Oleh karena itu penguasa, pemilik, pengguna ataupun
pemanfaatan tanah memperoleh perlindungan hukum dari
pemerintah hak milik atas tanah yang dimilki oleh masyarakat
berdasarkan bukti yang sah. Karena pentingnya tanah dalam
kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang sering kali di
perselisihkan atau sengketa antara manusia.*®

Skripsi berjudul “Efektivitas Kewenangan Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa Dalam Memberikan Kepastian
Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah” pada tahun
2017 oleh Halijah Jurusan Hukum Pidana Ketatanegaraan
pada Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makasar. Pada penelitian tersebut diambil
kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kantor
pertanahan dalam menjalankan kewenangan tidak lepas dari
aturan perundang-undangan.*®

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik
Lengkap (PTSL) Didesa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang
Kabupaten Kulon Progo” pada tahun 2018 oleh Bagus
Hapsoro Mufti Jurusan llmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penelitian
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini
menunjukkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis
lengkap (PTSL) adalah salah satu kegiatan pemerintah sesuai
dengan nawacita dibidang agraria yaitu pendaftaran tanah
berupa sertifikasi tanah secara massal dalam rangka
membantu seluruh golongan masyarakat dan diharpkan dapat

15 Sakina Ulfa Desati, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui
Mediasi di BPN Kota Palembang”, Universitas Sriwijaya, Palembang:2021.

% Halijah, “Efektivitas Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah”,
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makasar:2017.
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mempercepat proses pemberian jaminan dan perlindungan hak
atas tanha diseluruh wilayah Indonesia.*’

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Mediasi Dikantor Pertanahan Kota Pekanbaru”
pada tahun 2020 oleh Friskylia Lisma Uli Tamba Jurusan
llImu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Pekanbaru. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan
dikantor pertanahan pekanbaru ialah melalui mediasi, yang
mana penyelesaiannya berpedoman kepada keputusan BPN RI
No. 34 Tahun 2007 petunjuk teknis no 5 tentang mekanisme
pelaksanaan kota pekanbaru tahun 2018 jumlah sengketa
tanah yang masuk ialah sebanyak 20 laporan. Hasil dari
mediasi yang telah dilaksanakan oleh pihak kantor pertanahan
kota pekanbaru ialah gagal, karena salah satu pihak yang
bersengketa tidak hadir pada saat pelaksanaan mediasi
berlangsung dan tidak adanya itikad baik dari kedua belah
pihak yang bersengketa.'®

Berdasarkan analisa yang sudah disebutkan diatas,
maka penelitian ini berbeda dengan yang diatas dan belum
pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini
mengenal Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan
Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan (Studi di Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan). Oleh karena itu, penelitian ini
dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan tanah sangat
penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan
penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang

17 Bagus Hapsoro, “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Didesa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang
Kabupaten Kulon Progo”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta:2018.

Mediasi

'8 Friskylia Lisma Uli, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui
Dikantor Pertanahan Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau,

Pekanbaru:2020.
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menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat
sementara dipihak lain persediakan akan tanah relatif sangat
terbatas, sehingga sering terjadinya masalah sengketa kasus
pertanahan terhadap pihak-pihak yang terlibat sengketa, dalam
hal ini pihak Kantor Pertanahan Blambangan Umpu memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
kepada antar kedua belah pihak. Agar kedua belah pihak
mendapatkan keputusan yang tidak merugikan satu sama
lainnya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field
research) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.® jenis
penelitian ini digunakan melengkapi dan memperkuat data
yang diperoleh. Adapun pengumpulan data didapat dari
hasil wawancara dan dokumentasi untuk melihat fakta
dilapangan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif
analisis.”® Yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna
memperoleh hasil sebagai kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah pengambilan data dengan
instrument wawancara, dokumentasi. Sumber Data
Primer merupakan data yang diperoleh langsung
dengan teknik informan atau sumber langsung.

%Cholid Narbuko Abu Achmad, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2007), 70.
2 |pid, 44.
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Adapun dalam penelitian ini sumber data primer
adalah aparat Kantor Pertanahan yang ada diwilayah
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang digunakan
untuk mendukung data primer yaitu melalui studi
kepustakaan, dokumentasi, buku, Al-Qur’an, dan
literature tentang bagaimana pelaksanaan peraturan
menteri agraria kepala badan pertanahan nasional
nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan
penyelesaian sengketa kasus pertanahan yang berada
diwilayah Blambangan Umpu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan
wilayah generalisasi yang terdiri drai obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.”* Adapun yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat
kantor pertanahan, dan peraturan menteri agraria
kepala badan pertanahan nasional nomor 21 tahun
2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa
Kasus Pertanahan yang ada diwilayah Kantor
Pertanahan Blambangan Umpu. Maka dapat
disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian ini
terdapat sesuatu Populasi perlu mendapatkan
pertimbangan berapa besar Populasi tersebut
berjumlah 24 orang staf, sehingga jika suatu Populasi
penelitian tidak memungkinkan untuk  diteliti
seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa
disebut dengan dengan sampel.

2 Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi
UGM, 1986), 70.
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b. Sampel

Sampel adalah  bagian dari  jumlah
karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada.
Bila populasi besar, dan peniliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka
dari itu sampel yang diambil dari populasi harus
betul-betul representative (mewakili).?* Populasi
menggunakan teknik purposive sampling. Pada
penelitian ini jumlah sampel yang diambil vyaitu
anggota staf Pertanahan berjumlah 3 yang menangani
penanganan dan penyelesaian sengketa.

4. Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan
maksud untuk mengontruksi mengenai  orang,
kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan
sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan
orang yang diwawancarai (interviewee). Wawancara
adalah metode pengumpulan data yang amat popular,
karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.*®

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang
lebih dekat dengan percakapan, menyangkut
persoalan pribadi, dan memerlukan interprestasi yang
berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman
peristiwa tersebut.?*

22 i
Ibid, 71.
2% Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2001), 183.
* Ibid, 142.
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5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif
yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu
menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan
yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan
juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan
perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.?®

Pengelolaan analisis data ini akan digunakan metode
analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat
dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang
konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-
generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian
mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.
Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data
yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data
dianalisis sehingga sehingga didapatkan jawaban benar
dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasann  dalam  pembahasan ini  akan
dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari
kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB | Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan
judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode
penelitian dan sistematika pembasahan.

BAB Il Landasan teori. Pada bab ini penulis akan
memaparkan tentang pengertian tinjauan figh siyasah,
pengertian figh siyasah, ruang lingkup figh siayasah, tinjauan
mengenai implementasi peraturan menteri agrarian.

% Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake
Sirasi, 1996), 38.
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BAB Il Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini
penulis akan memaparkan tentang gambaran umum kantor
pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten way kanan, dan pelaksanaan peraturan
menteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 21
tahun 2020 tentang penanganan dan penyelasaian sengketa
kasus pertanahan dikantor pertanahan Blambangan Umpu
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan.

BAB IV Analisis Data. Pada bab ini penulis akan
memaparkan analisis tentang pelaksanaan peraturan menteri
agrarian/kepala badan pertanahan nasional nomor 21 tahun
2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus
pertanahan  dikantor  pertanahan Blambangan Umpu
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan
tinjauan figh siyasah terhadap peraturan menteri agraria
kepala badan pertanahan nasional nomor 21 tahun 2020
tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus
pertanahan  dikantor pertanahan Blambangan Umpu
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat cangkupan
berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini,
serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan
tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya,
daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa Yyang
dimaksud dengan figh siyasah, maka perlu dijelaskan
pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.
Kata figh secara etimologis adalah keterangan tentang
pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau
paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan
dan perbuatan. Kata figh berasal dari fagaha-yafgahu-figham.
Secara bahasa, pengertian figh adalah “paham yang
mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir
Syaripuddin, menyebut “figh tentang sesuatu” berarti
mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.?® Secara
terminologis figh adalah pengetahuan tentang hukum yang
sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh
drai dalil-dalil yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau
hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya,
yakni Al-qur’an dan hadist).

Figh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia,
disamping itu mencakup pembahasan tentang hubungan
manusia dengan tuhannya (ibadah), figh juga membicarakan
aspek buhungan antara sesame manusia secara luas
(muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi
menjadi jinayah (pidana) munakahat (perkawinan) mawaris
(kewarisan) murafaat (hukum acara), siyasah
(politik/ketatanegaraan)  dan  al-dualiyah  (hubungan
internasional). Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa kata
figh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama

% Amir Syaripuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, 15; Ma’ruf, al-
Munjid, 591

17
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(mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga
dapat diamalkan.

Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata Sasa,
berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau
pemerintahan, politik dan pembuataan kebijaksanaan.
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu Yyang bersifat politis untuk
mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab
Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan
perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban
dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.?” Sementara Louis
Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah membuat
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan
keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah
“mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan
manusia kepada kemaslahatan”.

Jadi Figh Siyasah adalah bagian dari pemahaman
ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan
dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui
lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian figh siyasah,
perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun
terminologis konsep figh siyasah tersebut dan figh siyasah
juga merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi
manusia itu sendiri.?

Dengan demikian dari uraian tentang figh siyasah
diatas dari segi etimologis dan terminologis serta definisi yang
dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa
figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

2 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: Dat al-shadr,
1997), 4.

28 Dr. Muhammad Igbal, M.Ag., Figh Siyasah (Jakarta: Prenada Media Group,
2014), 3.
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membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia itu sendiri. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik
Islam, ilmu figh siyasah sering juga disinonimkan dengan
ilmu siyasah syar’iyyah. figh siyasah atau siyasah syar’iyyah
adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk
hukum, peraturan, dan Kkebijaksnaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran
atau ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”

Sebagai ilmu Kketatanegaraan dalam Islam, figh
siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa
pelaksana kekusaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan
yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan
kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.®
Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, terdapat dua unsur
penting dalam figh siyasah yang saling berhubungan secara
timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan
yang kedua adalah pihak yang diatur.*

2. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Dari pengertian diatas, baik dalam pengertian secara
bahasa maupun istilah dapat diketahui bahwa objek kajian
figh siyasah menjadi sangat luas, sesuai kapasitas bidang-
bidang apa saja yang perlu diatur seperti peraturanhubungan
warga Negara, hubungan warga Negara dengan warga Negara,
hubungan dengan warga Negara lain ataupun pengaturan-
pengaturan yang dianggap penting oleh sebuah warga Negara,
sesaui dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.
Figh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian

2 Dr, Beni Ahmad Saebani, M.Si, Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik
Islam Sejak Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun (Jakarta: Prenada
Media Group, 2008), 13.

% Munawir Sadjali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran
(Jakarta: Ul Press, 1991), 3.

1 H.A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam
Rambu-Rambu Syariah (Bandung: Prenada Media, 2003), 28.
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dari ilmu figh. Bahasan ilmu figh mencakup individu,
masyarakat, Negara; meliputi bidang-bidang ibadah,
muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan,
kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan
hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan
traktat.® Figh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-
bidang mu’amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan
seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.®
Dalam wacana figh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya
tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing
yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah
hisbah, dan wilayah mudzalim. Wilayah kusmat (peradilan
sengketa), yang mengadili sengketa ditengah masyarakat.*
Dalam Lingkup kajian figh siyasah ini adapun mencakup
kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah
(peraturan  perundang-undangan), siyasah qadha’iyyah
(peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah
‘idariyyah (administrasi Negara), siyasah maliyyah (ekonomi
dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah
(hubungan internasional).*

Menurut Abdul Wakab Khallaf berpendapat figh
siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan untuk mengurusi Negara sesuai dengan pokok-
pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul
Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup figh
siyasah yaitu:

32 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
30.

3 Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Figh
Siyasah (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung,
2014), 38.

3 Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, “Kedudukan
Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah,” As-Siyasi: Journal of
Constitutional  Law, Volume 2 Nomor 1 (June 2022): 39-58,
https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778.

% Dr. Muhammad Igbal, M.Ag., Figh Siyasah (Jakarta: Prenamedia Group,
Edisi Pertama), 2014, 3.



21

a. Siyasah Dusturiyah

Yaitu membahas tentang hubungan antara
pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada didalam masyarakat, seperti
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di
tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segipersesuaian
dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. Siyasah Kharijiyah

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau
politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan

c. Siyasah Maliyah

Yaitu membahas sumber keuangan Negara dan tata
cara pengelolaan serta cara pendistribusian harta kekayaan
Negara. Adapun penjelasan dari Hasbi Ash Shieddieqy,
membaginya kedalam delapan bidang yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syariyyah (kebijaksanaan tentang
pertauran perundang-undangan)

2. Siyasah Tasriiyyah Syariyyah (kebijaksanaan dalam
penetapan hukum)

3. Siyasah Qadhaiyyah  Syariyyah (kebijaksanaan
peradilan)

4. Siyasah Maliyah Syariyyah (kebijaksaan tentang
ekonomi dan moneter)

5. Siyasah  Idariyyah  Syariyyah  (kebijaksanaan
administrasi Negara)

6. Siyasah Kharijiyyah Syariyyah/Siyasah Dawliyah
(kebijaksanaan  hubungan  luar  negeri  atau
internasional)

7. Siyasah Tanfidsiyyah Syariyyah (politik pelaksanaan
undang-undang)
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Menurut  al-Maududi, tanfidziyyah merupakan
lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga
berpendapat bahwa dalm cakupan yang lebih luas,
tanfidziyyah bearti lembaga eksekutif, lembaga
legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam
Siyasah Tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau
amir.

Dalam figh siayasah ada pembagian kekuasaan sejak
zaman  kekhalifahan.  Pembagian  itu  terus
berkembang, maka muncul berbagai lembaga
kekuasaan dalam suatu Negara. Adapun khalifah
sebagai lembaga kekuasaan eksekutif (al-hai’ah al-
tanfidziyyah), ada lembaga legislatif atau ahl al-halli
WA al-aqdi (al-hai’ah al-tasyri’iyah), dan lembaga
yudikatif (al-hai’ah al-gadhaiyah) bahkan ada
lembaga pengawasan (al-hai’ah al-muragqobabh).

Siyasah Harbiyyah Syariyyah (politik peperangan).®

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas,
pembagian figh siyasah pembagian figh siyasah dapat
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama,
politik Perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan
hukum  (fasyriiyvah) -~ oleh lembaga legislatif,
peradilan (godha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi
atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (siyasah
dauliyyah/siyasah kharijiyyah) bagian ini mencakup
hubungan keperdataan antara warga Negara yang
muslim dengan warga Negara yang non-muslim yang
berbeda kebangsaan (al- siyasah al-dauli al-khashsh)
atau disebut juga hukum perdata internasional dan

% Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Figh Siyasah

Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar
Lampung,” As-Siyasi . Journal of Constitutional Law, Volume 1 Nomor 2 (December
2021): 60-73, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.
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hubungan diplomatic antara Negara muslim dan non-
muslim (al-siyasi al-duali al-amm) atau disebut juga
dengan hubungan internasional. Hukum perdata
internasional menyangkut permasalahan jual beli,
perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang
dilakukan warga Negara muslim dengan warga
Negara lain. Adapun hubungan internasional
mengatur antara lain kebijakan Negara Islam dalam
masa damai dan perang. Ketiga, politik keuangan dan
moneter (siyasah maliyah) antara lain membahas
sumber-sumber kuangan Negara, pos-pos pengeluaran
dan belanja Negara, perdagangan internasional,
kepentingan/hak-hak politik, pajak dan perbankan.*’

3. Siyasah Tanfidziyyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur,
mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian
bahwa kebahasan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan
membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politik untuk mencapai tujuan tertentu.®® Kata siyasah juga
dapat diihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan
pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang
menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara
membawa kemaslahatan. maka ditarik kesimpulan figh
siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur
ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai
tujuan kemaslahatan masyarakat.*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam
dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang
amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas
untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga

3" Muhammad Igbal, Op. Cit., 15-16.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2014)
3.

% A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam
Rambu-Rambu Syariah (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.
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legislatif, yudikatif, dan untuk kalangan dalam arti yang lebih
luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam
tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah
kepala Negara yang bertugas mengeksekusi Kketentuan
perundang-undangan seperti diwan al-kharuj (dewan pajak),
diwan al-ah das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah,
sekretaris, dewan pekerjaan umum, diwan al-jund (militer),
sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan).”’ Tugas Al-Sulthah
Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini
Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan ~ perundang-undangan  yang  telah
dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan
kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri
maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara
(hubungan internasional).**

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam
bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura
yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut. tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk
memenuhi kebutuhan manusia.*?

Permasalahan di dalam figh siyasah tanfidziyyah
adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya
dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada
didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh
siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas
peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

0 1bid, 72.

* Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

* 1bid.
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agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.*?

4. Kedudukan Figh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam

Berdasarkan pembahasan figh siyasah didalam hukum
Islam, penting untuk diketahui dulu sistematika secara hukum
Islam, barulah dapat dipahami kedudukan figh siyasah
didalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam
dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang
mengatur hubungan kepada tuhannya dan hukum yang
mengatur hubungan antara sesame manusia dalam masalah-
masalah keduniaan secara umum (muamalah). Tataan pertama
sudah jelas, tegas dan tidak membuka peluang untuk
penalaran manusia. Sedangkan tataan yang kedua dasarnya
adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesame
manusia. Ketetntuannya dijelaskan secara umum, dan masih
dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan
kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan
ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat. Figh
siyasah atau siyasah syar’iyyah adalah otoritas pemerintah
untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai
peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsp-prinsip ajaran agama
sekalipun tidak dapat dalil tertentu.** Figh siyasah atau
siyasah syar’iyyah merupakan politik menurut ajaran syariat,
pada bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran
Islam, Siyasah syar’iyyah lebih terbuka (dinamis) dari pada
figh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat.
Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh
besar terhadap Siyasah Syar’iyyah. Dalam figh siyasah
pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang secara tegas
tidak diatur oleh nash, tetapi kemaslahatan yang dibutuhkan
oleh manusia itu sendiri. Dengan itu, dapat disimpulkan

“ A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah Yang Praktis (Bandung: Prenada Media, 2003), 7.

4 Fathiyah Al-Nabrawi, Tarikhal-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah,
(Kairo: Mathba”ah al-Qahirah al-jadidah, t.t), 12-27.
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B.

bahwa figh siyasah mempunyai kedudukan penting juga
memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, untuk
memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-
kebijakan politik praktis yang berguna untuk kemaslahatan
masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain
umunya.

Pemerintah membutuhkan siyasah syar’iyyah, karena
tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit
mengembangkan potensi yang mereka miliki, figh siyasah
atau siyasah syar’iyyah juga dapat menjamin umat Islam dari
hal-hal yang bisa merugikan dirinya, figh siyasah dapat
diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang
batang, ranting, dahan dan daun sehingga dapat menghasilkan
buah yang dapat dinimati umat Islam.*

Tinjauan Mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agraria

Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara
bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa latin kata
agraria berasal dari kata ager dan agrarius. Kata ager berarti tanah
atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyai arti
sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam
termenilogi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah
pertanian, perkebunan, sedangkan dalam bahasa inggis kata
agraria diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan selalu
dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agraria ini,
sama sebutannya dengan agrarian laws bahkan sering Kkali
digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum
yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang dalam
rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.*®

Teori Negara hukum modern mengatakan tugas Negara bukan
hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
semata, akan tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan

* ibid, 28.
* Supriyadi S.H., M.Hum, Hukum Agraria (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007),
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masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, pembukaan UUD 1945
alinea ke IV mengatakan ‘“Negara memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mewujudkan cita-
cita hukum Negara tersebut, maka didalam pasal 33 ayat (3) UUD
1945 diatur: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-
besrnya kemakmuran rakyat. Penjelasan pasal 33 ayat (3) ini
mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Pengaturan
hukum yang demikian ini mengandung makna bahwa Negara
sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan
untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola
dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.*’

Sumber hukum tanah Indonesia yang lebih identik dikenal
pada saat ini yaitu status tanah dan riwayat tanah, status tanah atau
riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan
penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun
masa yang akan datang. Tata guna tanah adalah rangkaian urutan
yang berupa penataan peruntukan tanah dan penataan
pembangunan tanah secara berencana dan teratur dalam rangka
melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai suatu
keadaan  kebutuhan-kebutuhan  Negara, masyarakat dan
perorangan yang beraneka ragam secara seimbang dan serasi
dengan persediaan tanah yang terbatas dan kemudian
pembangunan tanah itu memberikan hasil yang optimal dengan
tetap menjaga kelestarian.*®

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu
permukaan bumi yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran

47 Dr. H.M, Arba S.H., M.Hum, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah:
Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Ruang Dan Penatagunaan Tanah (Jakarta: PT
Sinar Grafika, 2017), 22.

“ Ibid, 20.
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panjang dan lebar tanah sangat erat hubungannya dengan
kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat
manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan
tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah
meninggalpun masih tetap berhubungn dengan tanah. Oleh sebab
itu tanah adalah kebutuhan vital manusia.*®

Oleh karena pentingnya tanah, sudah sejak lama pemerintah
Indonesia memandang serius masalah tanah. Pemerintah yang
terbentuk pada era kemerdekaan menyadari pentingnya
pengaturan mengenai pertanahan termasuk pendaftaran tanah yang
harus dituangkan dalam suatu undang-undang. Secara formal,
kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan
tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandang didalamnya dikuasai oleh Negara untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020 mengatur
bagaimana dan amar putusan apa saja yang dapat digunakan
sebagai dasar hukum untuk membatalkan produk hukum.
Ketentuan tersebut dapat membantu majelis hakim dalam
merancang putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dan
konsultan hukum (atau pihak) untuk merancang gugatan perdata
mengingat peraturan sekarang Yyang seragam uniformed
penyelesaian oleh lembaga, Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020
membuka kemungkinan bagi lembaga untuk bukti penyelesaian
harus diformalkan dalam bentuk akta oktentik dan/atau
didaftarkan  kepada  pengadilan  negeri  (Penyelesaian).
Penyelesaian dapat dilaksanakan oleh Kementerian, Kanwil, atau
Kantah, dalam hal penyelesaian tersebut tidak bertentangan

* Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta (Yogyakarta: Prenada

Media, 1992), 1.

%0 Mhd. Yamin Lubis Abd. Rahim Lubis, Pendaftaran Tanah Edisi Revisi

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, CV (Bandung:
Mandar Maju, 2010), 1.
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dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.”* Hak
atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan dalam
pasal 4 mengandung arti bahwa hak tanah disamping memberikan
wewenang juga membebankan kewajiban kepada pemegang
haknya.®

1. Landasan Mengenai Implementasi Peraturan Menteri
Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga
yang memiliki tugas dalam penyelesaian kasus pertanahan,
dalam peraturan pelaksana kewenangannya, membedakan
jenis-jenis dari kasus pertanahan menjadi tiga bagian. Yaitu
sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara
pertanahan. Kasus pertanahan berdasarkan Rekapitulasi
Direktorat  Jenderal  Penanganan  Masalah  Agraria
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pada
januari 2010, dari tahun 2015-2019 terdapat 22.424 dengan
9.124 Sengketa dan Konflik, selanjutnya 13.300 Perkara.
Jumlah tersebut dapat disebut sebagai jumlah yang besar dan
menuntut segera diselesaikan.®® Konteks agraria  sering
dipersamakan oleh orang dengan perselisihan pertanahan
padahal tidak, konsepsi mengenai agraria lebih luas dibanding
tanah. Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 menyatakan “bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Namun pengertian dan
penjabaran pasal dalam UUD Indonesia tersebut sebenarnya
juga tidak menjelaskan tanah dan definisi agraria itu sendiri.

°' Hadi Haerul Hadi and Safiulloh Safiulloh, “Pembatalan Oleh Hakim
Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog),” Res Justitia :
Jurnal  llmu  Hukum, Volume 2 Nomor 2 (July 2022): 406-33,
https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43.

52 Maria S.W, Tanah Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Persadamedia Group,
2010), 128.

%% Bahan Paparan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Jakarta:
Rakernas ATR/BPN, 2020) 6.
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Istilah sumber agraria tidak ditemukan dalam peraturan
perundang-undangan  sebelum  lahirnya Tap MPR
No.IX/MPR/2001  tentang Pembaruan  Agraria  dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Istilah yang digunakan oleh UUPA adalah “agraria”
karena UUPA juga tidak memberikan pengertian terhadap
agraria karena UUPA memang memiliki sistematika yang
berbeda dengan undang-undang yang ada sekarang umumnya
pada bagian awal (Pasal 1) memuat ketentuan umum yang
berisi pengertian yang yuridis dari istilah-istilah yang
disebutkan didalamnya (penafsiran otentik). Berdasarkan
pasal-pasal UUPA, terutama pasal 2, kita dapat mengetahui
bahwa pengertian atau ruang lingkup agraria adalah meliputi
bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.*

Hukum Agraria ini sendiri dibuat pada masa rejim
Orde Lama yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 dengan semangat populasinya telah banyak
benih-benih  penyimpangan. Penyimpangan sangat nyata
terlihat ketika hukum agrarian yang diimplementasikan lebih
banyak mengedepankan kepentingan penguasa dan pemilik
modal  (kapitalis). ~ Sementara  kepentingan  rakyat
dikesampingkan dengan dasar atas nama pembangunan, dan
ini telah membawa petaka bagi disentegrasi bangsa. Indonesia
adalah salah satu negara yang penduduknya sebagian besar
hidup dari pertanian, melihat masalah agraria bukanlah suatu
persoalan yang sederhana tetapi merupakan persoalan yang
sangat berat bagi konteks sehingga menjadi masalah pokok
bagi bangsa Indonesia.® Terkhusus terhadap penyelesaian
sengketa pertanahan, yang melibatkan sekelompok anggota
masyarakat, dilandasi oleh sikap pesimis terhadap jalur
pengadilan, pernah timbul gagasan untuk membentuk

% Kurnia Warman, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Huma

(Jakarta: Media Group, 2010) 33.

% Teuku Mohammad Radhie, Pembangunan Hukum Nasional Dalam

Perspektif Kebijakan (Yogyakarta: Prenamedia Group, 1997) 229.
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“Pengadilan Pertanahan” didalam lingkup peradilan umum.
Akan tetapi jawaban untuk melakukan pembangunan
peradilan pertanahan harus diuji kembali urgensinya. Namun
yang sudah pasti mendesak adalah penemuan upaya
penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur lainnya yang
diharapkan bekerja secara efektif dan efisien.®

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena
adanya konflik kepentingan atas tanah, sengketa tanah tidak
dapat dihindari dizaman ini. Hal ini dikarenakan berbagai
kebutuhan tanah yang sangat tinggi sementara jumlah bidang
tanah terbatas. Terjadinya sengketa pertanahan menuntut
adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan
tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian
hukumnya, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah
adalah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan
cepat dan untuk menghindari penumpukan sengketa tanah
yang akan dapat merugikan masyarakat karena adanya ketidak
jelasan mengenai status tanah.®’

@/Mwu‘w ‘mfud p-rywmwd

Artinya: “Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara
mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah
engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka
agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk
meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah

% Widya Yuridika, "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria,” Istijab: Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, (June
2018): 12, https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-
v2/index.php/yuridika/article/view/522/503.

5 Gunawan Wiradi, Masalah Pembaruan Agraria, Dampak Landreform
Terhadap Perekonomian Negara, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rangkaian
Diskusi Peringatan (Bogor: Satu Abad Bung Karno, 2001), 4.
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diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
berkehendak  menimpakan musibah  kepada mereka
disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya
banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S
Al-Maidah : 49).

Penjelasan terkait ayat yakni bahwasannya Allah
memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan,
memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut
apa yang diperintahkannya adalah bersifat imperatif, sesuatu
yang harus diberlakukan sesuai dengna perturan dan
perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tidak
melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka ia dapat
dimasukkan dalam kategori Kkafir, zalim atau fasik menurut
Allah.

Pasal 1 angka 9 Perpres No. 86 tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (disingkat Perpes No. 86/2018), menentukan
bahwa sengketa agraria selanjutnya disebut sengketa adalah
perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum,
atau lembaga yang tidak berdampak luas. Pengertian sengketa
agraria (pertanahan) diatur juga dalam pasal 1 Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa
Pertanahan, (PMNA/KBPN 1/1999) vaitu: Perbedaan
pendapat antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun
antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi
dilingkungan Badan Pertanahan Nasional —mengenai
keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran
hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya.*®

% Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian
Tulisan Dan Materi Ceramah, CV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 82.
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2. Dasar Hukum Mengenai Implementasi Peraturan Menteri
Agraria

Penanganan dan Penyelesain Sengketa diatur dalam

Pasal 5

Kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan
menjadi 3 klasifikasi:

1.

Kasus Berat merupakan kasus ynag melibatkan banyak
pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks,
dan/atau  berpotensi menimbulkan gejolak sosial,
ekonomi, politik dan keamanan.

Kasus Sedang merupakan kasus antar pihak yang dimensi
hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika
ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum
dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial,
ekonomi, politik dan keamanan.

Kasus Ringan merupakan kasus pengaduan atau
permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif
dan penyelesaiannya cukup dengan urat petunjuk
penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.>®

Adapun Pasal 6 mengenai Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa

Penangan dan Penyelesaian dan konflik dilakukan melalui
beberapa tahapan:

a. Pengkajian Kasus
b. Gelar Awal

c. Penelitian

d. Ekspos hasil Penelitian

e. Rapat Koordinasi

% permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 "Tentang Penanganan
Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan [JDIH BPK RI],” BPN, 2020,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-

tahun-2020.
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C.

f. Gelar Akhir
g. Penyelesaian Kasus.

2. Penanganan Sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan
Penanganan secara berurutan.

3. Dalam hal Sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau
kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui
semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Dokumen hasil Penanganan Sengketa dan konflik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam
proses bersifat rahasia.*

Sengketa Pertanahan

Dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang
termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan
penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal
ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti
yang sangat penting bagi manusia sebagai pribadi maupun
masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara.®’ Istilah
sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu dispute,
sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah geding
atau processs, sehingga sengketa pertanahan merupakan sengketa
yang sudah ada sejak lama dari era orde lama, orde baru, era
reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas
maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam
tatanan kehidupan masyarakat, sengketa pertanahan menjadi
persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam
kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada
dimana-mana. Sengketa tanah merupakan bentuk permasalahan
yang sifatnya komplek dan multi dimensi.®* Sudah merupakan

60 H
Ibid, 5.
' Rusmadi Murad, S.H., M.H, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan:

Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah, CV (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 60.

62 Sumarto, Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan

Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Disampaikan Pada
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fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban
manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa
tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi
untuk memenuhi kebutuhan manusia.®® Berkaitan dengan
pengertian sengketa pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk
pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan
yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.®

Sengketa juga adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak
merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan
ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi
menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang
dinamakan dengan sengketa, dalam konteks hukum khususnya
hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah
perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya
pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam
suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata
lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu
pihak.®®

Adapun jenis-jenis sengketa pertanahan yang disampaikan
atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional,
secara garis besar dikelompokkan menjadi:

a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai
atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas
tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah
negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu.

b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu
pihak lain telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional

Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI (Jakarta: Kemendagri RI,
2012), 2.

8 Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian
Sengketa Di Luar Pegadila ELSAM (Jakarta: PT Grafindo, 1997), 13.

8 Rusmadi Murad, S.H., M.H., Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
(Bandung: Prenamedia Group, 1999), 22.

8 Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
Di Pengadilan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 12.
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Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses
penetapan batas.

Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat
kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu
yang berasal dari warisan.

Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas
tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih satu
orang.

Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu
yang berasal dari warisan.

Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan suatu bidang tanah tertentu karena
adanya akta jual beli palsu.

Kekeliruan petunjuk batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai
kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang
diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan
Pertanahan  Nasional Republik Indonesia berdasarkan
penunjukkan batas yang salah.

Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu
pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas
kepemilikkan tanahnya.

Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan
yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau
mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.®®

Dalam  melaksanakan tugas tersebut Badan
Pertanahan Naasional juga berfungsi untuk:

® Kementerian Agraria "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” Siwalima, 2017,
https://www.siwalima.co.id/2017/bpn.go.id.
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a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan
penggunaan tanah.

b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan
pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah
mempunyai sosial sebagaimana diatur dalam UUPA.

c. Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran
tanah dalam upaya memberikan kepastian hak dibidang
pertanahan.

d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka
memelihara tertib administrasi dibidang pertanahan.

e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang
pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang
diperlukan dibidang administrasi pertanahan.®’

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam
Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut
PMNA/KBPN 1/1999, yaitu perbedaan pendapat antara pihak
yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu ha katas
tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan
penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkenptingan
yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain
yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah
tersebut. Sengketa pertanahan juga bisa dikatakan sebagali
proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok
yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau
objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah seperti air, tanaman, tambang dan juga udara
yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.®

5 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan
Pemberian Hak Atas Tanah, Negara Dan Seri Hukum Pertanahan Sertifikat Dan
Permasalahannya (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), 24.

%8 Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenada
Media, 2005) 23.
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Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga
pemerintahan non departemen yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada presiden, Badan Pertanahan
Nasional mempunyai tugas dibidang pertanahan kantor
wilayah Badan Pertanahan Nasional tiap-tiap Provinsi dan
didaerah Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran
hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran
tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988
yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan
mengembangkan administarsi pertanahan, baik berdasarkan
UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang
meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan
tanah, penguasaan hak-hak tanah pengukuran dan
pendaftaran, tanah dan lain-lain berkaitan dengan masalah
pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
presiden. Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional Membantu
Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi
Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
masalah pertanahan berkaitan dengan masalah pertanahan
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.®

Terjadinya sengketa pertanahan karena perselisihan
antara orang perseorangan, kelompok, badan hukum atau
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis
penekanan yang berdampak luas inilah yang membedakan
definisi sengketa pertanahahan dan konflik pertanahan segketa
tanah dapat berupa administratif, sengketa perdata, sengketa
pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran,
penjaminan, pemanfaatan penguasaan dan sengketa hak
ulayat.”® Mengenai dengan persoalan sengketa, sengketa
merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat unifersal, dan

8 Sophar Haru Hutagalung, Praktik Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 302.

™ Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan

Mufakat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12.
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menjadi masalah integral secara insensial dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu sengketa tidak perlu dilihat dari
gejala patologis yang bersumber dari tingkah laku yang
abnormal, atau indikasi dari sesuatu kekacauan dalam
dinamika kehidupan masyarakat, karena setiap komunitas
masyarakat mempunyai kapasitas untuk menciptakan norma-
norma dan  mekanisme-mekanisme  tersendiri  untuk
menyelesaikan sengketa yang muncul untuk pergaulan sosial
warga masyarakat, seperti sengketa terkait tanah.”

Badan Pertanahan Nasional memiliki beberapa poin
penting dalam mengembangkan dan menyelenggarakan
kebijakan pertanahan untuk:

a. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-
sumber baru  kemakmuran rakyat, pengurangan
kemiskinan dan kesenjangan pendapat serta pemantapan
ketahanan pangan.

b. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih
berkeadilan dan bermatabat dalam kaitannya dengan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatn
tanah (P4T).

c. Pewujuddan tatanan kehidupan bersama yang harmonis
dalam mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara
pertanahan diseluruh tanah air dan penataan perangkat
hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak
melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian
hari.

d. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-
luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah
sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

™ Salaman Maggalatung Amrizal Siagian, Pengantar Studi Antropologi
Hukum Indonesia (Jakarta: Press UIN, 2015), 213.
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e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa,
semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA
dan aspirasi rakyat secara luas.

Dengan demikian upaya yang telah melekat pada
lembaga Badan Pertanahan Nasional yang telah dijelaskan
diatas Badan Pertanahan Nasional adalah segala perbuatan
atau tindakan kepada masyarakat dalam rangka memberikan
pelayanan dibidang pertanahan.” Alternatif penyelesaian
sengketa melalui jalur non pengadilan yang cara
pengadilannya dipimpin oleh pihak ketiga atau pihak netral
dalam menyelesaikan sengketa, penjelasan penyelesaian
sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi,
mediasi, atau penilaian para ahli:

a. Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak
memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan
konsultasi, tetapi pada prinsip konsultasi merupakan suatu
hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara pihak satu
yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang
memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal dengan
pihak lain yang disebut klien.

b. Negoisasi

Dari ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 rumusan tentang masalah negoisasi pada
prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait
suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang
timbul diantara mereka secara kesepakatan dimana hasil
dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk
tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua
belah pihak.

2 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 311.
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c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para
pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya
kepada seorang mediator (seorang yang mengatur
pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa)
untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang
biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima
sepenuhnya oleh kedua belah pihak ynag bersengketa
secara sukarela.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternative
penyelesaian sengketa sebagaimana disebut didalam pasal
1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Konsultasi pemufakatan adalah penyelesaian sengketa
dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk
menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum
timbul dari suatu putusan pengadilan.”

Cara penyelsaian sengketa tanah melalui BPN yaitu
kasus tentang pertanahan yang mana timbul karena adanya
klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan
hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang telah
ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan BPN,
serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak
mereka atau suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim
tersebut, mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara
administrasi dengan apa yang disebut dengan koreksi serta merta
dari pejabat yang berwenang terhadap hak tersebut. Kewenangan
untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha
dibidang pertanahan (sertifikat/surat keputusan pemberian hak
atas tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus
pertanahan ini meliputi beberapa macam antara lain:

8 |bid, 314.
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a. Mengenai masalah status tanah
b. Masalah kepemilikan

c. Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian
hak dan sebagainya.”

Adapun beberapa tipologi sengketa dibidang pertanahan yang
marak menjadi perhatian adalah:

a. Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau
tanah kehutanan dan atau tanah asset
Negara/Pemerintah, yang dianggap tanah terlantar.

b. Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang
belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non
perkebunan, tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah
hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan
hak ulayat.

c. Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas
eigendom, tanah milik adat dengan bukti girik, dan atau
verponding Indonesia, tanah obyek landrefrom dan lain-
lain.

d. tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa
tanah.”

Secara umum sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa
faktor, faktor-faktor ini yang menyebabkan dan sangat dominan
dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun ada faktor-faktor
tersebut antara lain:

a. Ketidak sesuaian peraturan.

b. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap
kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia.

c. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.

d. Data tanah yang keliru.

™ Darus Badrulzaman, Mariam, Komplikasi Hukum Perikatan (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2001), 13.

™ Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria (Bandung:
Alumni, 1995) 85.
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e. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas
menyelesaikan sengketa tanah

f.  Transaksi tanah yang keliru.
Ulah pemohon hak atau.

Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadinya
tumpang tindih kewenangan.

i. Pemindahan/penggeseran tanda batas tanah.

Ditinjau dari subyeknya yang bersengketa sengketa
pertanahan dapat dikelompokkan kedalam 3 macam yaitu:

a. Sengketa tanah antar warga.

b. Sengketa tanah antara pemerintahan daerah dengan
warga setempat.

c. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya alam.”

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada
persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan
dengan pendekatan secara komprehensif, dan sengketa
pertanahan merupakan isu yang muncul dan selalu aktual dari
masa kemasa seiring dengan pertambahan  penduduk,
perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses
berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar
dalam berbagai kepentingan penanganan dan penyelesaian
sengketa kasus pertanahan yang memang merupakan sengketa
yang paling pelik dimasyarakat dilihat dari pengaduannya yang
memang terjadi dalam varian kasus pertanahan, permasalahan
pertanahan terjadi dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat akan tanah,
yang tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan tanah
mengakibatkan konsekuensi serius terhadap oleh hubungan
antara tanah dengan manusia, dan hubungan antara manusia
dengan manusia yang berobyek tanah. Setelah terjadinya proses

® Ali Achmad Chomzah, Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara
Penjabat Pembuat Akta Tanah (Bandung: Alumni, 2002), 64.
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reformasi disegala bidang ada kecendrungan masyarakat
semakin menyadari hak dan kewajibannya. Salah satu akibatnya
ialah tuntutan masyarakat yang merasa hak keperdataanya
diabaikan selama ini, secara signifikan juga berpengaruh
terhadap peningkatan masalah pertanahan.”’

Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya
meliputi juga sebagiannya tubuh bumi yang ada dibawahnya
dan sebagian dari ruang yang diatasnya, dengan pembatasan
dalam pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang
bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tingga.”® Dalam hukum tanah
merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik
bumi serta apa yang ada diatasnya buatan manusia yang disebut
fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan
tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan
penguasaan tanah serta perkebangannya, dengan demikian jelas
bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi.”

Dan dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti
membutuhkan tanah, begitu pentingnya tanah bagi manusia
dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin
hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu
berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut
dilakukan diatas tanah.®® Proses sengketa terjadi karena tidak
adanya titik temu adanya pihak-pihak yang bersengketa dengan
secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat
dapat beranjak kesituasi sengketa. Dengan demikian secara garis
besar dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa atau konflik
merupakan pertentangan atau ketidak sesuaian antara pihak

" Robert L Weku, Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum

Pidana Dan Hukum Perdata (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), 12.

262.

8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: PT Grafindo, 2008),

™ Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: PT Fajar

Interpratama Offset, 2009), 24.

% Erma Sari Wibawanti R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah Dan Peralihannya:

Liberty Yogyakarta (Yogyakarta: Prenada Media, 2013), 1.
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yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama yang
disebabkan karena tidak adanya titik temu antara pihak dalam
suatu hal.®*

8 Suyud Margono, ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek
Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 34.
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